
Scanned with CamScanner 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang dapat mendorong peningkatan 
disiplin kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan 
daerah, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai di 
Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan 
Gubemur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2021 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur 
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan. 
perkembangan saat ini, beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2021 dimaksud 
perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubemur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAW AI KEPADA APARATUR SIPIL 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR ~ 3 TAHUN 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

···~· :-,. . .. 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia · Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Jo Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 453); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 454); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1636); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 
Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Mutasi Antar Kabupaten/ Antar Kata Provinsi dan 
Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1034); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 75 Tahun 
2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 75) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas 
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 42); 
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1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat. 
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 37, angka 38 dan angka 
39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 12,) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

20. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 
2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dan terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 12 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 12); 
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8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS 
dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan 
pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan 
profesi dan/ a tau pertimbangan objektif lainnya. 

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/ atau jasa yang dijual tan pa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan 
organisasi. 

11. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

12. Jabatan Administrasi, yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok 
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

14. Jabatan Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan yang mempunyai 
tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

17. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek aktivitas 
kerja dan disiplin kerja. 

18. Aktivitas kerja Pegawai adalah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi 
pegawai serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan. 

19. Menit Kerja dalam 1 (satu) hari adalah 510 (lima ratus sepuluh) menit. 
20. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan 

berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap aktivitas yang 
disampaikan oleh bawahan. 

21. Realisasi Menit Kerja merupakan waktu penyelesaian pelaksanaan tugas 
yang telah divalidasi atasan langsung. 

22. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati 
kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan 
ketentuan yang berlaku. 

23. Aplikasi E-Activity adalah aplikasi berbasis web milik Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat yang c:ligunakan untuk melakukan 
penilaian terhadap tugas kec:linasan Pegawai ASN dan CPNS. 

24. Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang c:ligunakan untuk pengisian 
daftar hac:lir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dan pulang 
bekerja. 

25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
c:lisingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara yang c:lituangkan dalam formulir LHKPN yang 
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
c:lisingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang 
c:lisampaikan pegawai ASN dan CPNS. 
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( 1) Pegawai ASN dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria: 

a. dihapus. 
b. beban kerja; 
c. kondisi kerja; 
d. kelangkaan profesi; dan/ atau 
e. pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
PNS yang mutasi masuk ke daerah, diberikan TPP setelah melaksanakan 
tugas di daerah selama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Perintah 
Melaksanakan Tugas diterbitkan. 

Pasal 5 

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut : 

27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang 
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan 
terhadap Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, 
Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai bukan Bendahara atau 
pengurus/penyimpan barang atau pihak ketiga yang telah 
melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau 
barang daerah. 

28. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan organisasi 
yang didasarkan pada basil evaluasi Jabatan yang selanjutnya 
digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan 
Penghasilan. 

29. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pit adalah PNS yang 
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural 
yang lowong. 

30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang 
ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena 
pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara. 

31. Operator Perangkat Daerah adalah Pegawai ASN di Perangkat 
Daerah yang berada di bagian/bidang yang mengurusi kepegawaian 
di Perangkat Daerah yang bertugas menginput data pegawai sebagai 
data pendukung untuk aplikasi e-Activity dan e-Presensi. 

32. Harl adalah hari kerja. 
33. Penjabat selanjutnya disingkat PJ adalah pejabat sementara untuk jabatan 

Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah yang melaksanakan tugas 
pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif. 

34. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung 
dari tugas dan fungsi organisasi. 

35. Tugas Tambahan adalah tugas yang tidak termasuk dalam rincian tugas 
pokok, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja. 

36. Mobile Presensi adalah aplikasi pada telepon seluler yang berfungsi untuk 
mencatat kehadiran yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai ASN dan 
CPNS. 

37. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi 
pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi 
daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan ke perwakilan negara 
Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. 

38. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, 
kesekretariatan lembaga negara · dan kesekretariatan lembaga 
nonstruktural. 

39. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka yang selanjutnya 
disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka. 
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BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR &? 

HARIS SON 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal q "0c\J._rnbtJ(" ;:}OR 

SEKR ARIS DAERAH 
PRO NSI KALIMANTAN BARAT, 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal c, 't,1~y·, rr a.e;.~ 

t-GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, , 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(5) Dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke daerah melalui pengisian 
jabatan pimpinan tinggi secara. terbuka dan/ atau sebutan lainnya, 
pembayara.n TPP sesuai dengan Surat Keputusan mutasi dan kelas 
jabatan yang didudukinya. 
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BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR &3 

HARIS SON 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal q )'.)O\ltm?~r :ia~'l. 
SEKRETARIS DAERAH 
PRO NSI KALIMANTAN BARAT, 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 4 N vElf"'v QOn. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(5) Dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke daerah melalui pengisian 
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan/ atau sebutan lainnya, 
pembayaran TPP sesuai dengan Surat Keputusan mutasi dan kelas 
jabatan yang didudukinya. 
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